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JAJAKPENDAPAT "KOMPAS”

Berharap Pemilu Mudah dan Sederhana

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Penyelenggaraan Pemilu selalu melahirkan dinamika
di tingkat elite. Upaya mengubah aturan main selalu
terjadi pada settap pemilu sejak era reformasi. Publik

berharap aturan pemilu lebih stabil, tidak selalu
berubah-ubah, serta mudah dan sederhana.

einginan publik ini seti-
Kdaknya terbaca dari hasil

jajak pendapat Kompas
pekan lalu. Separuh lebih
responden berharap ke depan
UU Penyelenggaraan Pemilu le-
bih stabil, tidak mudah di-
ubah-ubah lagi. Setidaknya RUU
yang sedang dibahas saat ini bi-
sa dipakai untuk dua sampa ti-
ga pemilu mendatang,

Empat pemilu yang sudah di-
gelar sejak era reformasi meng-
gunakan UU yang berbeda.
Aturan main keempat pemilu
itu pun berubah-ubah. Sebut sa-
ja soal cara menentukan pilihan.
Dalam pemilu 1999-2004, pemi-
lih menggunakan cara mencob-
los, tetapi pada Pemilu 2009 di-
ubah dengan mencontreng.
Mencontreng kemudian dinilai
kurang cocok dan kembali de-
ngan cara mencoblos dalam Pe-
milu 2014

Perjalanan perubahan UU
Pemilu sejak era reformasi ini
adalah semangat menyajikan
penyederhanaan dari proses pe-
milu, Penyederhanaan yang di-
maksud terkait pembatasan
jumlah partai politik peserta pe-
milu dan jumlah partai di DPR.
Untuk membatasi jumlah partai
peserta pemilu digunakan me-
kanisme ambang batas pemilih-
an (electoral threshold).

Sebuah partai boleh meng-
ikuti pemilu selanjutnya jika da-
lam pemilu sebelumnya meraih
minimal suara yang ditetapkan.
Ambang batas ini pernah dipa-
tok pada angka 2 persen (2004)
dan 3 persen (2009).

Kemudian, mulai Pemilu
2009, dikenal mekanisme am-
bang batas parlemen (parlia-
mentary threshold). Suara yang
diraih partai bisa dikonversikan
menjadi kursi DPR jika peroleh-
an suaranya dalam pemilu me-
menuhi syarat minimal yang di-
tetapkan. Angkanya pernah di-

tetapkan sebesar 2,5 persen
(2009) dan 3,5 persen (2014).

Upaya penyederhanaan jum-
lah partai politik ini senada de-
ngan keinginan publik yang ber-
harap pemilu lebih mudah dan
sederhana. Jajak pendapat me-
nangkap keinginan separuh le-
bih responden bahwa dalam pe-
milu nanti jumlah partai politik
dan calon anggota legislatif (ca-
leg) di kertas suara tidak terlalu
banyak. Terkait pilihan, sebagian
besar responden (53,5 persen)
cenderung lebih memilih gam-
bar partai dan gambar caleg di-
bandingkan salah satunya saja.
Namun, ada kecenderungan ku-
at den lebih

Perlu atau tidak perlukah dalam
UU Pemilu dicantumkan

Setuju atau tidak setujukah Anda dengan hal-hal berikut ini?

® Setuju ®Tidak setuju ®Tidak tahu

Terkait pemilihan umum serentak 2019 mendatang, mana dari hal berikut
ini yang lebih Anda pilih?
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kan memilih caleg dibandingkan
partainya. Setidaknya ini terlihat
dari sepertiga bagian

Antara pilpres dan pileg ketika
serentak

Menmilih calon presiden-wakil
presiden dan memilih partai
politik sama-sama utama

yang lebih memilih caleg saja
tanpa harus memilih partainya.

Kecenderungan pilihan
responden ini sejalan-dengan
sistem pemilu terbuka yang se-
jak Pemilu 2004 mulai diterap-
kan meskipun masih dengan
pola tertutup (nomor urut). Na-
mun, sejak putusan Mahkamah
Konstitusi tahun 2008, dalam
Pemilu 2009 :ckanisme per-
olehan kursi partai di parlemen
berdasarkan perolehan suara
terbanyak dari caleg.

Jika merujuk lima paket opsi
yang akan dibawa ke Rapat Pa-
ripurna DPR pekan ini, isu sis-
tem pemilu sepertinya tidak lagi
menjadi perdebatan. Semua opsi
menyebutkan, sistem pemilu
proporsional terbuka tetap
menjadi pilihan. Hal yang sama
juga disebutkan dari hasil kajian
Asosiasi Pengajar Hukum Tata
Negara dan Hukum Administra-
si Negara yang menyimpulkan,
sistem proporsional terbuka da-
lam pemilu legislatif dianggap
lebih demokratis dan tidak me-
ngecoh pemilih dan para calon
anggota legislatif itu sendiri

" 1 Setuju

Keterangan: P
X: Tidak setuju

Sumber; Litbang "Kompas"/YOH

(Kompas, 10/2).

Perdebatan yang masth ada
saat ini adalah soal ambang ba-
tas pemilihan presiden (presi-
dential threshold). Ambang batas
ini menggunakan syarat mini-
mal perolehan kursi DPR atau
suara nasional bagi partai politik
atau gabungan partai politik un-
tuk bisa mengusung pasangan
calon presiden dan wakil presi-
den. Dalam Pemilu 2004 dite-
tapkan perolehan kursi DPR mi-
nimal 15 persen atau 20 persen
suara nasional. Angka ini naik

. pada Pemilu 2009 menjadi 20

persen kursi atau 25 persen
suara, Ketentuan terakhir ini ju-
ga diterapkan pada Pemilu 2014.
Terhadap persoalan itu, sikap
pemerintah dan partai politik
pendukung pemerintah, di an-
taranya PDI-P, Golkar, Nasdem,
PPP, dan Hanura, cenderung
mempertahankan ambang batas
pencalonan presiden ini pada

N=493

angka yang sama seperti Pemilu
2014. Sementara partai-partai di
Iuar pemerintah, khususnya Ge-
rindra, Demokrat, dan PKS, cen-
derung mengusulkan tidak ada
lagi ambang batas presiden. Ke-
lompok ini memandang, dengan
pemilu legislatif dan pemilihan
presiden dilakukan serentak pa-
da 2019, seperti Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-X1/20183, ambang batas
presiden dinilai tidak relevan la-
gi. Sebab, perolehan suara yang
dijadikan syarat pengajuan ca-
lon presiden belum ada karena
dilakukan serentak dengan pe-
milihan presiden. Sementara pe-
merintah dan partai pendu-
kungnya cenderung mengusul-
kan memakai perolehan suara
pada pemilu sebelumnya.
Publik tidak banyak yang
mengikuti isu ini secara detail.
Namun, keinginan menjadikan
pemilu lebih mudah dan seder-

igump!

pendapat melalu telepon i diselenggarakan Litbang "Kompas" pada 12-14 Juli 2017. Sebanyak 493 responden berusia

minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili
di 12 kot besar di Indonesia, yakni Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang,
Denpasar, Manado, Pontianak, dan Banjarmasin. Jumiah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Menggunakan
metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian + 4,4 persen. Meskipun demilkian, kesalahan di luar

pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat

di negeri ini.

‘hana menggiring opini publik
dalam jajak pendapat kali ini
untuk cenderung menyepakati
tetap diberlakukannya ambang
batas pemilihan presiden. Dari
kelompok responden yang
mengatakan mengikuti setiap
pemberitaan terkait RUU Pemi-
lu, tiga dari empat orang me-
nyatakan masih perlu ambang
batas tersebut. Hampir separuh
di antaranya beralasan, ambang
batas tetap diperlukan untuk
membatasi jumlah pasangan ca-
lon presiden dan wakil presiden.

Isu krusial

Empat isu lain yang juga kru-
sial adalah soal ambang batas
parlemen, sistem pemilu, besar-
an kursi per daerah pemilihan,
dan metode konversi suara. Na-
mun, dari lima isu krusial ini,
publik sebenarnya lebih sensitif
pada isu-isu terkait peran partai
politik yang juga disinggung da-

lam RUU Penyelenggaraan Pe-

milu, seperti penambahan kursi
DPR, biaya saksi, dan verifikasi

partai peserta pemilu.

Dalam hal jumlah kursi DPR,
Panitia Khusus RUU Penyeleng-
garaan Pemilu menyepakati pe-
nambahan 15 kursi DPR, dari
semula 560 kursi menjadi 575
kursi. Wacana ini direspons ne-
gatif responden. Separuh lebih
responden tidak setuju jumlah
kursi DPR ditambah. Sebanyak
75,1 persen responden tidak ya-
kin penambahan kursi akan me-
ningkatkan kinerja DPR.

Kemudian soal biaya saksi
partai politik pada pemilu yang
diusulkan ditanggung APBN ju-
ga tidak ditanggapi positif oleh
publik. Usulan ini tentu akan
menambah beban anggaran ne-
gara. Apalagi, pemerintah akan
menaikkan dana bantuan partai
politik dari semula Rp 108 un-
tuk setiap suara yang dirah di
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pemilu menjadi Rp 1000. Tentu
negara akan lebih terbebani jika
Diaya saksi partai juga ditang-
gung APBN.

Sementara itu, soal verifikasi
partai, Panitia Khusus RUU Pe-
nyelenggaraan Pemilu sepakat
partai yang sudah terverifikasi
pada pemilu sebelumnya tak
perlu lagi mengikuti verifikasi.
Artinya, verifikasi faktual hanya
dikenakan pada partai politik
baru yang belum pernah meng-
ikuti pemilu sebelumnya.

Responden cenderung terbe-
lah memandang verifikasi ini
meskipun sikap menolak tere-
kam lebih banyak dibandingkan
yang menyepakati. Terlepas dari
semua isu terkait pembahasan
aturan main pemilu ini, publik
berharap aturan yang akan di-
tetapkan pekan ini akan lebih
stabil, mudah, dan sederhana.

(YOHAN WAHYU/
LITBANG KOMPAS)
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